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  i 
ABSTRAK 
 
 
Desma Royana, (2020):  Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Alat Bukti 
Elektronik  dalam Sidang Perceraian. 
 
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Pasal 5 Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana penggunaan alat bukti elektronik 
dalam era globalisasi, tidak dapat dilepaskan dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang. Sehingga aspek dalam lalu lintas 
hubugan keperdataan yang berlangsung saat ini, seperti perselingkuhan di dunia 
maya berbentuk chat dan adanya foto maupun video dengan selingkuhan. 
Keadaan yang seperti ini, jika tidak diakomodir dalam bentuk perundang-
undangan, akan menimbulkan suasana ketidak pastian hukum terhadap praktik 
komunikasi yang dilakukan secara elektronik.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana kedudukan alat 
bukti elektronik dalam sidang perceraian di Peadilan Agama menurut Pasal 5 
Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008. Bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap alat bukti elektronik menurut pasal 5 Undang-Undang ITE no 11 tahun 
2008. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang alasan diberlakukan alat 
bukti elektronik di Pengadilan Agama menurut Pasal 5 Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembuktian. Untuk 
mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peraturan baru pada Pasal 5 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan 
adalah kajian normatif, yang melihat objek kajian dari sudut pandang aturan 
perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research), yang mana penulis mengumpulkan berbagai macam literatur yang 
memiliki relevansi dengan objek Pasal 5 UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan 
sumber data sekunder yang dibahas, menyalur, mengutip, serta menganalisis 
literatur yang telah didapatkan kemudian disimpulkan. 
Setelah diadakan pembahasan terhadap beberapa ulasan permasalahan, 
maka penulis menyimpulkan: Pertama, kedudukan alat bukti elektronik secara sah 
dan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dipergunakan dalam praktik 
persidangan di pengadilan, sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara yang 
berlaku di Indonesia. Kedua, alat bukti elektronik diperbolehkan dalam hukum 
Islam untuk perkara perceraian karna terdapat kemaslahatan didalamnya   
  ii 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Penegakan hukum perdata diselesaikan melalui proses peradilan di 
depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuktian 
adalah substansi dari tujuan hukum acara dalam pemeriksaan suatu perkara, 
dengan harapan dari suatu proses pemeriksaan perkara dalam persidangan 
akan memunculkan bukti kebenaran dari suatu perkara yang akan menjadi 
pertimbangan hakim nantinya. 
Adanya alat bukti ke muka pengadilan adalah merupakan hal yang 
terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum 
dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian, barang siapa yang 
mengatakan ia mempunyai atau ia menyebutkan peristiwa untuk menguatkan 
haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus 
membuktikan adanya hak ini atau adanya kejadian itu.
1
 
Alat-alat bukti itu ditentukan dalam hukum acara, diatur cara pihak 
mempergunakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbukti 
kalau hakim yakin. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha 
mencarinya, menghadirkan atau mengetengahkannya ke muka sidang, dan alat 
bukti menjadi penguat dalil-dalil gugatan si penggugat. 
Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah 
SWT, Q.S Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi : 
                                                             
1
 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agamadan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2009), h. 107. 
2 
                            
                         
             
Artinya :  dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang 
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 
mereka dipanggil. 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwasanya kesaksian itu harus dengan dasar 
ilmu dan keyakinan, bukan keraguan. Maka ketika terjadi keraguan pada 
seorang saksi dalam kesaksiannya walaupun berdasarkan dugaan terkuatnya, 
tidaklah halal baginya untuk bersaksi kecuali dengan apa yang ia ketahui 
dengan yakin.
2
 
Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan : 
رَكَْنأ ْنَم ىَلَع ُْيِْمَيْل اَو ىَع َّدِإ ْنَم ىَلَع ُةَن ِّ ي َبَْلا   
 
Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu, 
dibebankan kepada orang yang mengingkari”.3 
 
Hadist diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang 
berpekara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus 
mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi dan alat 
bukti. 
                                                             
2 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Tafsir Al-Qur’an, (Jakarta : Darul Haq, 
2012),h.481 
3
 As Shon‟any, Subulu as-Salam, Juz IV, (Kairo : Musthofa al Baby al Halabi, 1960), Cet 
IV, h.132 
3 
R. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian mengatakan bahwa 
membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil 
yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 
Berkaitan dengan pembuktian dalam HIR (Herziene Indonesische 
Reglement) pada pasal 164, Rbg (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten) 
pada Pasal 284, BW (Burgerlijke Wetboek) pada Pasal 1866, sebenarnya jadi 
pedoman dalam hal pembagian pembuktian. Alat-alat bukti dalam hukum 
acara Islam, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa alat bukti itu ialah meliputi apa 
saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.
4
 
Alat bukti dalam Hukum Islam dan hukum positif. Yang dimana 
pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara di dalam 
persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian hakim akan mendapat 
gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di 
Pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan 
agar permohonannya terkabul dan hak-haknya bisa terpenuhi. 
Perbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam 
secara materiel dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara 
pelaksanaan perceraian itu sendiri. Suami yang sengaja atau tidak sengaja 
melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dikatakan telah 
menjatuhkan talak, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku 
ingin kau pulang ke rumah orang tuamu”. Kata-kata tersebut mengandung 
unsur pengusiran. Oleh karena itu, kata-kata tersebut dapat mangakibatkan 
                                                             
4
 Anshoruddin, Hukum Pembuktian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 24 
4 
jatuhnya talak. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyyah kata-kata itu telah sah, 
secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang 
Perkawinan, perceraian dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di 
depan Pengadilan, dan setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan 
yang tetap.
5
 
Indonesia merupakan Negara hukum yang telah mengatur tentang 
perceraian,  sehingga tidak begitu saja dapat dilakuksan. Ada beberapa 
ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota 
masyarakat, juga suatu badan peradilan yang berfungsi melaksanakan 
kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana 
telah ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan, setelah 
peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para 
pihak. Jika pihak yang berperkara adalah orang Islam, tentunya yang 
berwenang menyelesaikan perkara perceraian adalah Pengadilan Agama.
6
 
Sejatinya, sebelum perundang-undangan modern memberlakukan proses 
perceraian di pengadilan, pada masa khalifah Umar bin khathab telah digagas 
upaya penanggulangan meyalahgunaan talak ini. Selain itu, Ibnu Taimiyyah 
pun telah menyinggungnya pada abad XIV. Pembatasan tersebut bukan untuk 
                                                             
5
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum I dan Undang-Undang, (Bandung : 
CV Pustaka Setia, 2008), h. 48-51 
6
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,  (Jakarta : Kencana, 2006), h. 
192. 
5 
mencampuri urusan rumah tangga seseorang, tetapi untuk megatur dan 
mencegah kesewenang-wenangan laki-laki dalam menceraikan istrinya.
7
 
Sedangkan salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Nasional yang 
seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai 
hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk 
membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan 
manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang 
merupakan takdir dari tuhan.
8
 
Bentuk perceraian dikalangan umat Islam talak adalah suatu bentuk 
perceraian yang umum banyak terjadi di Indonesia. Perceraian dengan cara ini 
dapat kita lihat asal usul hukum talak itu adalah haram, kemudian karena 
illahnya maka hukum talak itu menjadi halal, atau mubah atau kebolehan. Al-
Qur‟an berulang kali menyebut kata talak dengan pembatasan-pembatasannya. 
Dengan demikian ternyata menurut Al-Qur‟an orang boleh talak kalau 
terdapat sebab untuk menghalalkannya. Di Indonesia terjadinya perceraian 
diakui dengan jalan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan.
9
 
Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah 
Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kekuasaan dan 
kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
                                                             
7
 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 
h.230 
8
 Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum 
Adat Hukum Agama”, (Bandung : Madar Maju, 2003), h.7 
9
 Soedaryo Soimin, “Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat”, (jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.29 
6 
tentang Peradilan Agama
10
, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadakah, dan ekonomi syari‟ah. 
Meskipun di dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang alat bukti elektronik yang sah dalam 
persidangan salah satunya perkara perceraian yang aturan beracara ini, baru 
diberlakukan di Pengadilan Agama dan bagaimana tinjauan hukum islamnya, 
oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang maslahah 
ataupun mudhorat yang ditimbulkan dan urgensi alat bukti elektronik karena 
adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan 
bagaimana pandangan syariat Islam setelah dipaparkan dalil-dalil diatas. 
Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalaminya, maka penulis tuangkan atau 
uraikan ke dalam Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP PASAL 5 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN 
TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI 
ALAT BUKTI ELEKTRONIK  DALAM SIDANG PERCERAIAN” 
 
B. Batasan Masalah 
Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas, 
maka pembahasan dalam penelitian ini akan di fokuskan pada Hukum Islam 
yang dalam perceraian tidak harus mendatangkan saksi dan alat bukti, tetapi 
                                                             
10
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
7 
sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tentang perceraian dapat 
dilakukan di muka sidang pengadilan, dan Pasal 5 Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008 persidangan perceraian, 
yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, 
telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang perceraian di 
Pengadilan Agama menurut Pasal 5 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 
2008 ? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap kebolehan alat bukti 
elektronik menurut Pasal 5 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 ? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang alasan 
diberlakukan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama menurut Pasal 
5 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembuktian 
8 
b. Untuk dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peraturan 
baru pada Pasal 5 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang 
jadi sumber hukum sebagai pembuktian di persidangan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih 
sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah dan Hukum 
c. Hasil penelitian ini untuk menambah referensi dunia akademis untuk 
memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. 
 
E. Metode Penelitian 
Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 
metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian 
terlaksana secara sistematis
11
 dan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
memperoleh data yang diinginkan.
12
 Dengan demikian metode merupakan 
pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian 
Skripsi ini. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Hukum Islam yang 
dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Pustaka (Library 
Research), yaitu riset yang dilakukan dengan jalan membaca buku-buku 
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atau majalah dan sumber data lainnya didalam
13
 dengan serangkaian 
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka 
membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan 
dengan alat bukti elektronik, Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008. 
2. Objek 
Alat bukti dalam sidang perceraian menurut Pasal 5 Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 
3. Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 
literatur, meliputi: 
Data Sekunder 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait 
dengan penelitian ini (Kitab Undang-Undang Informasi Teknologi 
Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait 
dengan penelitian ini 
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c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan 
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 
berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian 
ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder untuk pengumpulan 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan meneliti 
dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan 
informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, Peraturan Perundang-
undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, 
yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta 
mengintrepretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik Analisis Data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberi tanda atau kode dan mengkategorikan data 
sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan 
data tersebut. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Deskriptif 
Teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan 
menguraikan secara menyeluruh pokok pemikiran dalam Pasal 5 
11 
Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 
2008, dan juga pokok pemikiran para ulama besar berkenaan dengan 
alat bukti elektronik, sehingga akan didapatkan informasi secara 
komperhensif dan utuh. 
b. Deduktif 
Teknik Analisis deduktif ini penulis gunakan yaitu dengan 
mengemukakan konsep yang bersifat umum, dalam hal ini adalah 
konsep alat bukti elektronik kemudian ditarik pada permasalahan yang 
lebih khusus tentang kasus pembuktian elektronik di sidang perceraian. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisa 
BAB II  MEMBAHAS TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI 
TEKNOLOGI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008     
  Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Latar Belakang 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, Asas-Asas Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
12 
Elektronik, Macam-Macam Alat Bukti Elektronik, Dasar Hukum 
Alat Bukti Elektronik 
BAB III  TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ALAT 
BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM    
  Dalam bab ini membahas tentang kedudukan  alat bukti menurut 
hukum Islam yang berisi tentang Pengertian, Dasar hukum 
Pembuktian, Macam-Macam Pembuktian, Cara-Cara Pembuktian, 
Tujuan Pembuktian, Pendapat ulama mengenai pembuktian. 
BAB IV  ANALISIS TERHADAP PASAL 5 UNDANG-UNDANG 
INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK NOMOR 11 
TAHUN 2008 TENTANG ALAT BUKTI ELEKTRONIK 
MENURUT HUKUM ISLAM   
  Yang membahas mengenai analisis Pasal 5 Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 
Mengenai Alat Bukti Elektronik, dan Hukum Islam. 
BAB V  PENUTUP 
      Kesimpulan dan Saran  
13 
BAB II 
UNDANG UNDANG INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK  
NOMOR 11 TAHUN 2008 
 
A. Latar  Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Kemajuan dunia elektronik berkaitan erat dengan perkembangan dunia 
internet. Secara harfiah, internet (singkatan dari interconnected-networking) 
ialah rangkaian komputer yang berhubungan satu sama lain.
14
 
Kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi untuk 
keperluan pribadi atau kelompok guna mencapai tujuan/kemajuan masing-
masing. Dunia saat ini sudah semakin terkoneksi dan salah satu hal yang 
paling menarik dari keterkoneksia ini adalah internet sebagai dinamika dunia 
elektronika.
15
 
Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat 
cepat. Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses 
informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat 
menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun. 
Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan 
dampak negatif. Dampak positifnya antara lain mudahnya memperoleh 
informasi kapanpun dan dimanapun, meningkatkan perdagangan dan 
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan 
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sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun 
untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apapun danlain-lain.  
Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya 
perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dan merusak moral bangsa 
melalui situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, penyalah gunaan 
yang tidak memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapat 
menimbulkan perpecahan dan sebagainya.
16
 
Namun pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah 
melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang lebih di kenal dengan UU ITE. 
Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-
hatian,iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. 
Pasal 4 juga menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan 
elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: 
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 
informasi dunia 
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik 
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 
pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung 
jawab dan 
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 
penyelenggara teknologi informasi.
17
 
Pembangunan nasional adalah satu proses yang berkelanjutan yang 
harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. 
Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan 
mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, 
sehingga pembangunan teknologi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan 
menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 
Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat 
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai 
bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk 
perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 
harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh 
persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan 
demi kepentingan nasional. 
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Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan 
dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi 
melalui instruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi 
informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.
18
 
Berdasarkan pertimbangan sebagai mana diterangkan di atas maka 
dibentuklah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik 
Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah 
mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara 
global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula 
menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan 
berlangsung demikian cepat teknologi informasi saat ini menjadi pedang 
bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana 
efektif perbuatan melawan hukum.
19
 
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan 
hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara 
internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang 
merupakan perwujudan dari konveregensi hukum telekomunikasi, hukum 
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media, dan hukum informasi (law of information technology), hukum dunia 
maya (virtual world law), dan hukum mayantara, istilah-istilah tersebut lahir 
mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan 
sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan 
memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan 
sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.
20
 
Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait 
dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara 
elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dua hal yang terkait dengan 
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang 
dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, 
yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, 
tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi 
elektronik. 
Perangkat lunak  atau program komputer adalah sekumpulan intruksi 
yang di wujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, 
yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer 
akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau 
untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan merancang instruksi 
tersebut.
21
 
Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan 
sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang 
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berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi 
merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau 
menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan 
manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknoogi 
informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan 
tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan 
fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang 
mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber 
daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup 
fungsi input, proses, output, storage, dan communication.
22
 
Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama 
memperluas penafsiran atas dan normanya ketika menghadapi persoalan 
kebendaan yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik 
sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan siber tidak lagi sederhana karena 
kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara yang mudah diakses 
kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi 
maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya 
pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. 
Disamping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting 
mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem 
hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat 
rentan untuk di rubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru 
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dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di 
akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. 
Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena 
dan transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik 
(elektronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan 
internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang 
teknologi informasi, media, dan informarmatika (telematika) berkembang 
terus tanpa dapat di bendung, seiring dengan di temukannya, perkembangan 
baru di bidang teknologi, media, komunikasi. 
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang 
siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat di kategorikan sebagai 
tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada 
ruang siber tidak dapat di dekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum 
konvesional saja sebab jika cara ini di tempuh akan terlalu banyak kesulitan 
dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber 
adalah kegiatan virtual berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya 
bersifat elektronik.
23
 
Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula 
sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam 
kegiatan e-comeerce antara lain di kenal adanya dokumen elektronik yang 
kedudukannya di setarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas. 
Berkaitan dengan hal itu, perlu di perhatikan visi keamanan dan 
kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan 
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komunikasi agar dapat berkembang secara optimal, oleh karena itu terdapat 
tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan 
aspek hukum, aspek teknologika,aspek sosial, budaya dan etika, untuk 
menguasai gangguan keamanan dalam menyelenggarakan sistem secara 
elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, 
persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.
24
 
Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam penggunaan 
teknologi dan informasi, terutama dengan di sahkannya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) 
pada tanggal 21 April 2008. UU ITE mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, 
karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah 
menggunakan dan memanfaatkan teknologi secara luas dan efisien, namun 
belum memiliki Undang-Undang Cyber. Pelanggaran hukum dalam transaksi 
elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang 
mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan, seperti carding, hacking, 
cracking, phising, viruses, cybersquating, pornografi, perjudian (online 
gambling), transnasional crime yang memanfaatkan informasi teknologi 
sebagai alat, telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan internet.
25
 
Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi informasi dan 
dokumen elektronik, pengriman dan penerimaan surat elektroni, tanda tangan 
elekronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi 
elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi. 
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Adapun terobosan-terobosan yang penting dalam UU ITE ini adalah : 
1. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama 
dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai) 
2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang di atur dalam 
KUHP maupun Hukum Acara Perdata 
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berlakuuntuk setiap 
orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah 
Indonesia maupun di luar Indonesia. 
4. Penyelesaian sengketa juga dapat di selesaikan dengan metode 
penyelesaian sengketa atau arbitrase. 
Fakta menunjukkan, masyarakat umum dan perbankan khususnya telah 
melakukan kegiatan transaksi yang seluruhnya menggunakan teknologi 
informasi sebagai alat. 
Mengingat penggunaan transaksi elektronik ini terus meningkat, maka 
sangat diperlukan penyaring hukum untuk mengaturnya, untuk itulah UU ITE 
menjadi urgent (penting) dan mendesak untuk segera diimplementasikan. UU 
ITE ini diharapkan memberikan manfaat, guna menjamin kepastian hukum 
bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi 
informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memnfaatkan 
teknologi informasi. 
 
22 
 
B. Asas-asas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik terdiri atas asas-asas sebagai berikut: 
1. Asas Kepastian Hukum 
Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan 
transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung 
penyelenggaraannya yang dapat pengakuan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan.
26
 Sebagai contoh pasal 6 : 
Pasal 6 
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atur dalam pasal 5 ayat 
(4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis 
atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di anggap sah 
sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat di  akses, 
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat di pertanggung jawabkan 
sehingga menerangkan suatu keadaan. 
Pasal 30 ayat (3) : 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun 
dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem 
pemangamanan. 
                                                             
26
 http://www.lawangspot.com/read/asas-asas-dan-tujuan-uu-nomor-11-tahun-2008-
internet-dantransaksi-elektronik, diakses tanggal 15-1-2020 
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2. Asas Manfaat 
Asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 
di upayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam pasal 4 huruf d : 
Pasal 4 
Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 
menunjukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung 
jawab. 
3. Asas Efisiensi 
Pasal 4 huruf C : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan 
publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam 
bentuk barang public maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi 
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, 
daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya teknologi maka 
kita bisa mengefisienkan waktu. Contoh pembayaran listrik dengan 
menggunakan ATM (anjungan tunai mandiri) 
4. Asas Keterbukaan/Transparansi 
Pasal 9 
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan cara 
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 
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Dengan adanya keharusan diatas maka perusahaan harus terbuka 
atas produk yang di keluarkan atau isi kontraknya tidak boleh mengandung 
unsur yang merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen itu 
dikenal dengan klausula eksonerasi di mana adanya pngalihan 
tanggungjawab yang seharusnya tanggugjawab pelaku usaha menjadi 
tanggungjawab konsumen. 
5. Asas Persamaan Perlakuan/Non-diskriminasi 
Pasal 14 
Penyelenggara sertifikat elektronik harus menyediakan informasi yang 
akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna. 
a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan 
b. Hal yang dapat di gunakan untuk mengetahui data diri pembuat 
tandatangan elektronik 
c. Hal yang dapat di gunakan untuk menunjukan keberlakuan dan 
keamanan tandatangan elektronik 
Pemilik, penyedia, pengguna sstem informasi bertanggung jawab 
dan mempertanggung jawabkannya sebagaimana yang termuat dalam 
Pasal 15 ayat (1) dan (2) : 
(1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan 
sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab 
terhadap beroperasinyas sistem elektronik sebagaimana mestinya. 
(2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan sistem elektronik. 
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C. Jenis-jenis Alat Bukti Elektronik 
Alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil 
maupun materil sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan 
dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk 
menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam 
menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat yakin dengan fakta-
fakta hukum yang dihadirkan melalui alat elektronik. 
Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis beragam, 
bisa digolongkan seperti: 
1. Email 
2. Website (situs) 
3. SMS (short message service) 
4. Gambar dan Video 
5. Data File 
6. Dan hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik.. 
Tiap jenis alat bukti tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang 
memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara 
hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman di antara kalangan aparat 
penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta 
penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal yang diperlukan, 
dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan 
pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik. Pengaturan atau patokan 
tersebut dapat melalui penafsiran hakim (wetintepretarie) dan penemuan 
hukum (rechtsvinding) oleh hakim. Tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk 
26 
 
membuat fakta tersebut menjadi lebih jelas dan dimengerti. Dari sinilah 
kiranya alat bukti elektronik dapat ditarik menjadi alat bukti dengan 
menggunakan interpretasi hakim.
27
 
 
D. Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik 
Penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) pada pasal 5 yang berbunyi: 
1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia. 
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila 
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 
a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk 
tertulis; dan 
b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat 
dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat 
akta.
28
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 Eko Junarto Miracle Rumani, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “al-
bayyinah” yang artinya suatu yang menjelaskan29. Secara etimologi berarti 
keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam 
istilah, berarti alat-alat bukti dalam sidang Pengadilan. Ulama fikih membahas 
alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam 
fikih, alat bukti disebut juga at-turuq al-isbat.
30
 
Al-bayyinah didefenisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian 
etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, 
yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, 
al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari defenisi jumhur 
ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari al-bayyinah 
yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Al-bayyinah 
didefenisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang 
dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, 
baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan 
pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.
31
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 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
Teknologi Elektronik (ITE) 
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 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 135 
30
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1996), h.207 
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Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan 
dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia 
memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. 
Supomo menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti 
terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan 
syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu 
hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh 
tergugat.
32
 Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara perdata, 
berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan 
hukum yang diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak, 
untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang 
berperkara.
33
 
 R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim 
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 
persengketaan.
34
 Definisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. 
Subekti di atas, terbatas pada kasus persengketaan (contentiosa) semata, tetapi 
dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus 
persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (voluntair) yang 
diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan proses pembuktian untuk 
memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang 
benar adanya. 
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Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata 
selanjutnya mengemukakan bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai 
adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan 
kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang 
dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah 
dikemukakan oleh pihak lawan. 
Pendapat M. Natsir Asnawi menyimpulkan pembuktian sebagai proses 
menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam 
persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinan hakim akan 
kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak.
35
 
Berdasarkan kepada definisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh 
para pakar hukum di atas, penulis menyimpulkan pembuktian adalah 
serangkaian tindakan dalam persidangan antara pihak-pihak yang berperkara 
dengan perantaraan hakim untuk menghadirkan alat bukti yang diakui oleh 
undang-undang guna memberikan titik terang atas peristiwa hukum yang telah 
terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara contentiosa atau 
pihak pemohon dalam perkara voluntair. 
 
B. Dasar Hukum Pembuktian 
Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-
bukti otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman 
Allah SWT, Q.S Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi : 
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                              
                         
            ... 
Artiya : dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang 
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 
mereka dipanggil; 
 
Firman Allah dalam Q.S A-l-Maidah (5):106, yang berbunyi: 
                             
           .... 
 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di 
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan 
kamu 
 
Dan sebagaimana perintah membuktikan berdasarkan ijma‟, yaitu 
surat Umar bin Khathab kepada Abu Musa al asy‟ari antara lain berbunyi: 
 َغ ا ًّقَح ْىَع َّد ا ِنِمَل ْلَعْج اَو َتْن َي ا ًدَم َا ًةَن ِّ ي َب ْو َأ اًِبئ ا ْذَخ َأ ًةَنِّ ي َب َرَضْح َأ ْنَمَف ِهْيِلا ْيِه
 ِىْمَعِْلل ىَلْج أَو ِّك َّشِلل َفْن َأ َكِل ذ َّن َِإف ِهْيَلَع َةَّيِضَقْل ا َتْلَلْحَتْس ا َّلَّإَو ,ِه ِّقَِبِ َُهل َت 
 
Artinya : “Jadikanlah pedoman olehmu bahwa barangsiapa mengaku 
memiliki suatu hak yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu 
keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. 
Kemudian jika dia mengajukan bukti maka hendaklah engkau 
memberikan hak kepadanya. Jika dia tidak mampu menunjukkan 
bukti maka dia tidak berhak. Sebab yang demikian itu lebih 
mantap dan lebih menampakkan apa yag tersembunyi”. 
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Al-Qodli Syurai berkata : 
 ِّقَْلْا ِةَنِّ ي َِبب َتِ َْأي َّتََّح ِهْيَلَع َوُه َف يِئ َضَق ىَع َِّدا ْنَم 
Artinya : “Barangsiapa mengaku memiliki suatu hak maka dia wajib 
menunjukkan bukti tentang kebenaran adanya hak tersebut”.36 
 
 
C. Pendapat Ulama Mengenai Pembuktian  
Di dalam hukum Islam pembuktian diharapkan dapat memberikan 
keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian 
putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini 
dikarenakan dalam pengembalian keputusan berdasar kondisi syubhat ini 
dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW, lebih 
cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara 
syubhat. 
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam al-quran maupun sunnah 
Rasulullah SAW tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa al-bayyinah itu 
khusus untuk kesaksian. Al-quran dan sunnah hanya menjelaskan bahwa al-
bayyinah itu adalah dalil, hujjah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan. 
Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan didepan majelis 
hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat 
mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti 
dari penggugat arena pihak yang mendalilkan sesuatu dia harus 
membuktikannya
37
, sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang 
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 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam 
Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.55 
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dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti 
yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti 
yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, 
dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan 
penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak 
tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka 
hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.
38
 
Perbedaan pendapat timbul diantara ulamah fikih dalam persoalan jika 
alat bukti yang diajukan ternyata palsu, sementara kepalsuannya tidak bisa 
dibuktikan dalam sidang. Jumhur ulama fikih, termasuk Imam Abu Yusuf dan 
Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh fikih terkemuka Mazhab 
Hanafi, berpendapat bahwa hakim hanya bertugas memutus perkara sesuai 
dengan alat bukti yang diajukan kepadanya. Apabila alat bukti itu palsu, maka 
hakim tidak bertanggungjawab atas pemalsuannya selama tidak dapat 
dibuktikan di depan majelis hakim, dan jika memang alat bukti yang diajukan 
penggugat itu palsu, maka penggugat bertanggungjawab secara batin kepada 
Allah SWT. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa 
“Kita hanya menghukum sesuai dengan yang zahir (keterangan yang ada), 
sedangkan persoalan yang tersembunyi menjadi urusan Allah”. Dalam 
hubungan ini, jika alat bukti yang diajukan itu palsu dan kepalsuannya tidak 
bisa dibuktikan di depan majelis hakim, lalu hakim memutus perkaranya, 
maka yang memenangkan perkara bertanggungjawab kepada Allah SWT, 
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 Ibid.,h.58 
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Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa hakim tidak bertanggungjawab atas 
segala urusan yang tersembunyi. 
Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Menurutnya, 
sekalipun alat bukti yang digunakan ternyata palsu, hukuman yang diputuskan 
oleh hakim berlaku secara lahir dan batin. Akan tetapi, pihak penggugat yang 
dimenangkan tetap bertanggungjawab kepada Allah SWT. Atas pemalsuan 
alat bukti tersebut. Walaupun demikian, menurutnya suatu putusan hakim baru 
bisa berlaku secara lahir dan batin apabila memenuhi dua syarat berikut : 
1. Hakim tidak boleh mengetahui kepalsuan alat bukti. 
2. Objek yang dipersengketakan itu bisa diserahkan secara lahir dan batin 
kepada pihak penggugat.
39
 
 
D. Tujuan Pembuktian 
Pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, 
namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan 
untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang 
hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi 
harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang 
bersengketa yang merupakan alat bukti. 
Hakim apabila secara mutlak menyandarkan pada keyakinannya saja 
tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan sewenang-
wenang. Karena keyakinan hakim itu sangat subyektif, maka dari itu 
sewajarnyalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang 
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bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat 
tercapai suatu keputusan yang obyektif. 
Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur 
materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat 
tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan 
serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil 
mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.
40
 
 
E. Macam-macam Alat Bukti 
Alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para 
fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam:
41
 
1. Iqrar  (pengakuan) 
2. Syahadah (kesaksian) 
3. Yamin (sumpah) 
4. Nukul (menolak sumpah 
5. Qasamah (sumpah) 
6. Keyakinan hakim 
7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan. 
Menurut Samir „Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan 
sebagai berikut:
42
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1. Pengakuan 
2. Saksi 
3. Sumpah 
4. Qarinah 
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak 
6. Pengetahuan hakim. 
Menurut „Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan 
urutan sebagai berikut:
43
 
1. Pengakuan 
2. Saksi 
3. Sumpah 
4. Penolakan sumpah 
5. Pengetahuan hakim 
6. Qarinah 
7. Qasamah 
8. Qifayah 
9. Qur‟ah 
Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di 
pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain: 
1. Iqrar (pengakuan) 
2. Syahadah (saksi) 
3. Yamin (sumpah) 
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4. Riddah (murtad) 
5. Maktubah (bukti tertulis) 
6. Tabayyun (pemeriksaan koneksitas) 
7. Alat bukti untuk bidang pidana. 
Dalam tulisan ini hanya akan dibahas alat-alat bukti yang ada dalam 
kaitan dengan sistem peradilan agama di Indonesia. Diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
1. Iqrar (pengakuan) 
Iqrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau 
pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah 
pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan 
tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat 
diberikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan. 
Syarat-syarat pelaku ikrar: 
a. Baligh : dewasa 
b. Aqil : berakal/waras, tidak gila 
c. Rasyid : punya kecakapan bertindak. 
Jenis ikrar : 
a. Lisan 
b. Isyarat, kecuali dalam perkara zina 
c. Tertulis 
2. Syahadah (saksi) 
Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, 
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau 
37 
 
keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti 
terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.
44
 
As-Sayid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah merinci tujuh hal 
yang harus dipenuhi sebagai saksi, antara lain : 
a. Islam 
b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta 
tidak pendusta) 
c. Baligh 
d. Berakal (tidak gila atau mabuk) 
e. Berbicara (tidak bisu) 
f. Hafal dan cermat 
g. Bersih dari tuduhan. 
Orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah diantaranya 
sebagai berikut : 
a. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara. 
b. Mahram 
c. Yang berkepentingan atas perkara itu 
d. Sakit jiwa 
e. Fasik, yaitu orang yang suka menyembunyikan yang benar dan 
menampakan yang salah 
f. Safih, yang lemah akal atau dibawah pengampuan 
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3. Yamin (sumpah) 
Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau 
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat 
sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi 
keterangan atau janji yang tidak benar akan dihhukum oleh-Nya. Sumpah 
menurut Hukum Islam disebut al-yamin atau al-hilf tetapi kata al-yamin 
lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di ruang lingkup pidana disebut 
qasamah. 
Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak 
bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa 
disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu 
alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir. 
Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya: 
a. Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan 
akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorongnya memberi 
pengakuan secara jujur. 
b. Dengan menolak bersumpah, terdakwa / tergugat menjadi pihak yang 
dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu 
menempati kedudukan pengakuan.
45
 
4. Maktubah (Bukti-bukti tertulis) 
Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu 
akta dan surat keterangan. 
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a. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan 
kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim 
pengadilan agama. 
b. Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi 
pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan 
yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak 
yang bersengketa. 
Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum. Dalam beberapa 
peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok 
(formalitas causa), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang 
dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan 
hukum memanggil penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, 
hal tersebut harus dilakukan dengan akta (eksploite), sebab jika tidak 
demikian dinyatakan tidak sah. 
b. Sebagai alat bukti pada umumnya, pembuatan akta tidak lain 
dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus juga melekat sebagai syarat 
menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat 
bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda. 
c. Sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal ini, surat (akta) berfungsi 
sebagai “probationis causal”, sebab tanpa surat (akta) maka tidak 
dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.
46
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5. Tabayun (Limpahan Pemeriksaan) 
Tabayun adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh 
pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan 
yang memeriksa.
47
 
Di samping alat-alat bukti tersebut di atas, Ibnu Qayyim 
mengemukakan alat bukti lain, antara lain sebagai berikut:
48
 
a. Al-Yad al-Mujarrad (penguasaan semata-mata terhadap sesuatu), yaitu 
bukti yang tidak memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang 
yang berada di bawah pengampuan, yang memiliki harta peninggalan 
ayahnya. Dengan dasar penguasaan kasus seperti ini telah sebagai alat 
bukti sehingga tidak diperlukan sumpah.
49
 
b. Al-Inkar al-Mujarrad (pengingkaran semata-mata terhadap suatu 
gugatan). 
Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, ahli fikih 
kontemporer dari Arab Saudi, menyatakan bahwa untuk zaman 
kontemporer alat bukti lain yang dapat digunakan adalah alat bukti 
tulisan yang dianggap sah oleh lembaga pengadilan. Alasannya 
didasarkan pada firman Allah SWT, yang berbunyi : 
                              ... 
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(QS.Al-
Baqarah (2): 282) 
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c. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila ada 
seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikinya adalah bukan 
miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan tersebut, 
lalu ia diminta bersumpah maka pemilik hak itu menjadi miliknya, dan 
jika tidak mau sumpah maka dicabutlah hak itu dari kekuasaannya. 
d. Penolakan, yang dimaksud penolakan ini adalah menolaknya mud’aa 
alaih (tertuduh/tergugat) untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh 
mudda’i (penuntut umum/penggugat). Karena menolak sumpah 
dianggap sebagai penguat suatu tuduhan/gugatan maka kekuatan bukti 
ini dapat disamakan dengan pengakuan. 
e. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat. Ada 
suatu hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Nafi‟ Ibnu Umar 
bahwa Nabi SAW, pernah meminta kepada penggugat untuk 
bersumpah. Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut: 
 ِْيِْمَيل ا َّدَر َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّلل ا ىَّلص ِلله ا لْوُسَر َّنأ َرَمُع ِنْب ا ْنَع ِعِف َان ْنَع
 ِّقَلْا ِبِل اط ىلَع 
Artinya:  “Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya 
Rasulullah saw, pernah mengembalikan sumpah kepad 
penggugat hak”. (HR. Ad-Daruquthni).50 
 
F. Cara-cara Pembuktian 
Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan 
dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu Qayyim 
ada 26 cara. Dalam pada itu, sebagian besar para fuqaha antara lain Ibnu 
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Abidin membatasi dalam dua cara saja. Pertama, gugatan (dakwa). Kedua, 
bukti (hujjah). 
Dakwa ialah tuduhan yang dapat diterima oleh hakim untuk menuntut 
sesuatu hak pada orang lain, atau untuk membela haknya sendiri. Si penggugat 
tidak dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak mau 
meneruskannya laki. Akan tetapi si penggugat, dapat dipaksa menjawab untuk 
mengetahui benar tidaknya gugatan itu di muka pengadilan. 
Apabila si penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah 
si tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat dianggap 
bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau 
menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan 
bukti-bukti yang sah, maka hakim pun memutuskan perkara itu. Apabila si 
penggugat tidak dapat memberikan bukti, maka atas permintaan si penggugat 
hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim 
memutuskan perkara secara sumpah atau menolak sumpah.
51
 
Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam 
menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, 
akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat 
membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. 
Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa 
melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan pada bukti-
bukti otentik, dan bukan berdasarkan pada hakikat masalah. Dalam kaitan ini, 
terdapat hadist yang berbunyi: 
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 ْرِع ا َر َّسل ا َّلَو َت َي ُللهاَو ْرِه اَو َّذل ِاب ُمكَْنَ ُنَْنَ 
Artinya: “Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah 
sendiri yang mengendalikan batin manusia”.52 
 
Berdasarkan hadist tersebut, maka sebenarnya yang dicari di 
pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materil. Hal itu 
tercermin dalam satu kasus. 
Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena 
tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan 
sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh 
kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan 
tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk 
perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah 
SAW, senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah 
barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa 
juga salah.
53
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan dan analisis terhadap alat 
bukti elektronik dalam proses pembuktian perdata di pengadilan, khususnya 
perkara perceraian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik 
dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian 
alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik tidak berlaku 
terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk 
tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus 
dibuat dalam bentuk Akta  Nikah yang dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat 
Nikah). Kedudukan alat bukti elektronik dalan proses pembuktian perkara 
perceraian di pengadilan agama dari aspek yuridis-normatif telah diakui 
sebagai alat bukti secara sah dalam praktik hukum acara yang berlaku di 
pengadilan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai 
bentuk penegasan (legitimasi), diakuinya Informasi elektronik dan/atau 
Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang 
sah secara hukum, serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia,sepanjang Informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat 
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung 
jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. 
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2. Dalam hukum Islam alat bukti elektronik secara yuridis-normatif 
diperbolehkan karna tidak ada dalil yang menentangnya atau 
mengharamkannya dan didukung oleh kaidah-kaidah fiqiyyah dan terdapat 
kemashlahatan dari alat bukti elektronik tersebut. bahwa kekuatan 
pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata 
dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat).    
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah 
dijabarkan,penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 
1. Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara 
perceraia di pengadilan, dapat diterima secara utuh dan penuh dengan 
terdapat batasan-batassan tertentu dalam perkara perceraian, sehingga 
kedudukan alat bukti elektronik tidak dikatakan sebagai alat bukti 
pendamping, yang masih memerlukan kedudukan alat bukti lain, sehingga 
secara otomatis kedudukan alat bukti elektronik dapat berdiri sendiri. 
2. Kedudukan alat bukti elektronik yang mencul sebagai akibat penggunaan 
komunikasi yang dilakukan secara elektronik (e-commerce), dapat 
diterima secara utuh dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia 
secara tegas. Hal ini bermakna, bahwa HIR dan RBg harus menampung 
perkembangan masyarakat dam lalu lintas hubungan keperdataan di era 
globalisasi yang telah melakukan transaksi dalam lalu lintas hubungan 
keperdataan yang tidak mengenal sekat wilayah secara geografis, nasional, 
dan regional, melalui dunia maya (Cyber Space). 
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